MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 /PMK.01/2020
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian
Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah
ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan
Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan
Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;

b. bahwa untuk mengakomodasi kebutl,}han organisasi
Kementerian Keuangan dan ketentuan mengenai

kepegawaian, serta sesuai dengan Surat Menteri
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Keuangan selaku Chief Financial Officer Nomor
S-469/MK.02/2020 tanggal S Juni 2020, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana
Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian
Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pedoman Penunjukan
Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di

Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1388);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single
Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1825);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1745);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit
organisasi mnon-Eselon di lingkungan Kementerian
Keuangan.

2.  Unit Organisasi non-Eselon adalah unit organisasi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang-
undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak
memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
Pegawai dalam suatu satuan organisasi.

4. Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi
manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan.

5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah
Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin
dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga
suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan
Jabatan.

6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah
Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin
dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara
sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat
definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan
tugas jabatannya.

7. Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/atau Plh.
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil
Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara

yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
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atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian
Keuangan.

8. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik.

9. Unit yang Bersangkutan adalah lingkup unit organisasi
yang berada satu tingkat di atas unit organisasi Pejabat
yang berhalangan.

10. Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di
lingkungan  Kementerian  Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun
2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 156
Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan
Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37
Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB 1II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman
penunjukan Plt. dan/atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang

berlaku pada seluruh Unit.

Pasal 3
Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dimaksudkan untuk

menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin
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dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan pada suatu Jabatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
(1) Penunjukan PIlt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif
berhalangan tetap, di antaranya karena:

a. pensiun;

b. meninggal dunia;

c. perpindahan;

d. diberhentikan dalam jabatan;

e. cutidi luar tanggungan negara; atau

f.  tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih

dari 6 (enam) bulan.
(2) Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif
berhalangan sementara, di antaranya karena:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti melahirkan;

d. cuti karena alasan penting;

e. cuti sakit;

f.  tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau

tanpa alasan yang sah;
g. penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
atau
h. di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam)
bulan.
(3) Penunjukan Plh. dapat tidak dilakukan, dalam hal
Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.
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Pasal 5

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.
tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.
tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari
Jabatan definitifnya.
Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai PIt.
berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya
sebagai Plt., berlaku ketentuan:
a. tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan
b. dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru

sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap

dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt.
Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
pada lingkungan unit organisasi masing-masing.
Batas waktu penugasan sebagai Plt. dan/atau Plh.
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai
dengan arahan Pimpinan.
Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau
Plh. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan.
Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan

anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

Bagian Kedua

Pola dan Penunjukan Plt. dan/atau Plh.

Pasal 6
Penunjukan Plt. dan/atau Plh. pada unit organisasi
Eselon dan Unit Organisasi non-Eselon yang tidak
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum dilakukan dengan cara:
a. ditunjuk dari Pejabat yang setingkat lainnya dalam

lingkup Unit yang Bersangkutan;
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b. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya;
atau

c. ditunjuk Pelaksana dari Pejabat Pengawas dan
Kepala Subbagian atau Kepala Seksi pada Unit
Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Plt. dan/atau Plh. dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan
ketentuan:

a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama;

b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan

c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli
pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.
Jabatan Pengawas.

(3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. sepanjang
memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.

(4) Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wunit
organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat
Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
Kementerian Keuangan; dan/atau

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit
organisasi Eselon I dimana pejabat fungsional
berkedudukan;

b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk:

1. Jabatan Administrator; dan/atau
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2. Jabatan Pengawas,

pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat

fungsional berkedudukan; dan

c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli
pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.
Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II
dimana pejabat fungsional berkedudukan.

Penunjukan PIt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan

instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk:

1. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor
Wilayah; dan/atau

2. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor
pelayanan,

dimana pejabat fungsional berkedudukan.

b. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli
pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.
untuk:

1. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon
II untuk Kantor Wilayah; dan/atau

2. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon
III untuk kantor pelayanan,

dimana pejabat fungsional berkedudukan.

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dari jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wunit

organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis
dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. untuk Jabatan
Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan

b. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli
pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.

untuk Jabatan Pengawas,
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pada Unit Pelaksana Teknis dimana pejabat fungsional

berkedudukan.

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. untuk Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama yang  berasal dari pejabat fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat

ditunjuk dari luar wunit organisasi Eselon yang
bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan.

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. untuk Pimpinan tertinggi

pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan
dengan ketentuan:

a. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di
lingkungan Unit Organisasi non-Eselon yang
bersangkutan; atau

b. ditunjuk dari Pejabat lain di luar Unit Organisasi
non-Eselon yang bersangkutan.

Penunjukan Plt. dan/atau Plh. selain Pimpinan tertinggi

pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan
dengan ketentuan:

a. ditunjuk dari Pejabat setingkat di lingkungan Unit
Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan;

b. ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di
lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang
berhalangan; atau

c. ditunjuk dari Pegawai dibawahnya di lingkungan
Unit  Organisasi non-Eselon  Pejabat yang

berhalangan.

Pasal 7
Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. bagi Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/atau
Plh.
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Pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Keuangan; dan

b. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan
dalam Keputusan Pimpinan unit organisasi Eselon I.

Penetapan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat
ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada Unit Organisasi
non-Eselon dapat ditetapkan pola penunjukan Plt.
dan/atau Plh.

Pola penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan yang
melaksanakan fungsi manajemen selain Pimpinan
tertinggi Unit Organisasi non-Eselon, yang ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan tertinggi Unit Organisasi
non-Eselon.

Penetapan pola penunjukan Plt. dan/atau Plh.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Penetapan Plt. dan/atau Plh. dengan Surat Perintah.
Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian
Keuangan.

Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian

tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang
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Pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau Kewenangan yang

diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.

Pasal 10

Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(4) pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor

pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan

ketentuan:

a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang
berhalangan; dan

b. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan
Pejabat yang berhalangan.

Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(5) pada unit organisasi Eselon di lingkungan instansi

vertikal dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan Tinggi
Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan;

b. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Administrator ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah atasan Pejabat yang berhalangan; dan

c. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit
organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.

Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat

(6) pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit

Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
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a. untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. Jabatan
Administrator ditandatangani oleh Pejabat atasan
langsung; dan

b. untuk penunjukan Pit. dan/atau Plh. Jabatan
Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit
organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.

(4) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan PIt. bagi
Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8) ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

(5) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. bagi
Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8) ditandatangani oleh atasan Pejabat yang berhalangan.

(6) Penandatanganan Surat Perintah penunjukan PIt.
dan/atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit
Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (9) dilakukan oleh Pimpinan
tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon dari Pejabat
yang berhalangan.

(7) Dalam hal pejabat penandatangan Surat Perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (5), dan ayat (6) berhalangan, penandatanganan
dilakukan oleh Pit. dan/atau Plh. pejabat
penandatangan.

(8) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi, Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah dapat melimpahkan
kewenangan penandatanganan Surat Perintah untuk Plt.
dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat
atau Pejabat/Pelaksana bawahannya yang ditunjuk sebagai
Plt. dan/atau Plh., tetap menggunakan sebutan jabatan yang

digantikannya tersebut.
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Bagian Ketiga
Kewenangan dan Hak Plt. dan/atau Plh.

Pasal 12
Plt. dan/atau Plh. melaksanakan tugas, menetapkan
keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi
wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui
pelimpahan Kewenangan.
Plt. dan/atau Plh. tidak berwenang untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis
yang berdampak pada perubahan status hukum pada
aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak
besar, diantaranya terkait penetapan perubahan rencana
strategis dan rencana kerja pemerintah.
Perubahan status hukum pada aspek organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan:
a. penetapan penataan organisasi;
b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi
lain terkait;
c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi
lain terkait;
d. penetapan peringkat jabatan struktural dan
fungsional,;
e. pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan
fungsional kepada instansi lain terkait;
f.  pengusulan tunjangan jabatan fungsional dan
ketentuan pelaksanaannya,;
g. pengusulan kebutuhan jabatan fungsional,
h. penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan;
i.  penetapan kamus kompetensi teknis;
j.  penetapan rumpun jabatan; dan

k. penetapan peta jabatan.
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Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terkait pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawali.

Perubahan status hukum pada alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan
kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat
perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara) sesuai ketentuan

yang berlaku.

Pasal 13

Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau

Plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada Jabatan

sebagai Plt. dan/atau Plh..

Pejabat/Pegawai yang ditetapkan sebagai Plt. dan/atau

Plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama

1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan

tambahan Tunjangan Kinerja.

Ketentuan pemberian tambahan Tunjangan Kinerja bagi

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh.

pada Unit Organisasi Eselon, Unit Organisasi non-Eselon

yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum, dan Unit yang menérapkan pola

keuangan Badan Layanan Umum namun tidak

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012, sebagai berikut:

a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai PIlt.
dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan
Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya;
dan

b. Pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat

definitif = yang  berhalangan tetap dan/atau
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berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai PIt.
dan/atau Plh. menerima tambahan Tunjangan
Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja
pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja
dalam Jabatan yang dirangkapnya

(4) Ketentuan mengenai pemberian tambahan Tunjangan
Kinerja Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt.
dan/atau Plh. pada Unit Organisasi non-Eselon yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Keuangan berdasarkan usulan pimpinan unit pembina
teknis kepada Menteri Keuangan.

(5) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja
dan pengenaan Pajak Penghasilan atas tambahan
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai PIt.
dan/atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) Jabatan, maka
diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang

jumlahnya lebih besar.

Bagian Keempat

Pemberhentian Plt. dan/atau Plh.

Pasal 14
Pejabat/Pegawai dapat diberhentikan sebagai Plt. dan/atau
Plh. dalam hal:
a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam Surat
Perintah telah berakhir;
b. telah diterbikan surat perintah baru;
c. Pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin;
atau

d. Pejabat definitif yang baru telah dilantik.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Penetapan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt.
dan/atau Plh. sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Dalam hal jangka waktu penugasan Pejabat/Pegawai
sebagai Plt. dan/atau Plh. terhitung sejak Peraturan
Menteri ini belum berlaku sampai dengan Peraturan
Menteri ini berlaku memenuhi 1 (satu) bulan kalender,
maka tambahan Tunjangan Kinerja kepada
Pejabat/Pegawai  bersangkutan  dibayarkan  sesuai

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
ketentuan mengenai Plt. dan/atau Plh. di lingkungan
Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015

tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan
Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di
Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 727) ; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan
atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan

Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2034),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

" dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

s

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1347
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bag1an ﬁdr@mstraSLKementcnan
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